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ABSTRAK: Kedudukan Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bersifat menentukan karena 
merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan disidang 
pengadilan sampai putusan pengadilan tersebut dilaksanakan, kewenangan Kejaksaan sendiri diatur 
dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Mencermati isi pasal 1 ayat (1) 
Undang-undang nomor 16 Tahun 2004 ini,Jaksa mempunyai beberapa wewenang penting yaitu, i. 
Sebagai Penuntut Umum, ii. Sebagai pelaksana putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum 
tetap (kewenangan eksekusi), serta adanya wewenang penting yang dijabarkan lebih lanjut didalam 
Pasal 30 Undang-undang tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kewenangan eksekusi 
merupakan salah satu bentuk kebijakan negara yang diamanatkan kepada kejaksaan sebagai eksekutor 
mengenai hal tersebut. Pelaksanaan eksekusi denda uang tilang dan biaya perkara telah diatur didalam 
ketentuan mengenai kewenangan hal tersebut, walaupun didalam pelaksanaan dilapangan ternyata 
terdapat dualisme kewenangan dalam eksekusi denda tilang yaitu antara kewenangan kejaksaan dan 
kewenangan kepolisian. Berdasarkan uraian di atas, maka isu hukum yang akan dibahas dalam tesis 
ini sebagai berikut : 1) Apakah kepolisian berwenang dalam melakukan eksekusi uang denda tilang 
sebagai PNBP ?, 2)Apa yang menjadi kendala dalam melakukan eksekusi uang denda tilang perkara 
tindak pidana pelanggaran lalu lintas sebagai PNBP ?.Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian empiris yang bertujuan untuk melihat hukum secara nyata dan 
bagaimana hukum bekerja dimasyarakat, dengan menggunakan logika berpikir deduktif. Dari hasil 
penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1) Kejaksaan mempunyai 
wewenang sebagai pelaksana putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (fungsi 
eksekutorial). Termasuk di dalamnya kewenangan eksekusi denda tilang sebagai salah satu 
penerimaan negara yang di golongkan ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), 2) Kendala 
internal yang dihadapi dalam eksekusi denda tilang adalah mengenai identitas yang tidak lengkap 
dalam catatan bukti pelanggaran lalu-lintas, sehingga menyulitkan pihak Kejaksaan apabila terdakwa 
tidak hadir di dalam persidangan, sedangkan kendala eksternal berupa PP No. 50 Tahun 2010 tentang 
PNBP Kepolisian yang telah melampaui ketentuan yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 1997 tentang 
PNBP dan lampiran ke-2 PP No. 22 Tahun 1997 tentang PNBP Kejaksaan.  
 
Kata Kunci : Kewenangan Kejaksaan, Eksekusi Denda Tilang, Pelanggaran Lalu-lintas, Penerimaan 













Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha 
Esa yang mana merekaperlu dilindungi 
harkat dan martabatnya serta dijamin hak-
haknya untuk tumbuh dan berkembang 
sesuai dengan kodratnya.Anak sebagai 
generasi penerus bangsa, selayaknya 
mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-
kebutuhan secara memadai. Sebaliknya, 
mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan  
kesewenang-wenangan dan perlakuan 
yang tidak manusiawi dari siapapun atau 
pihak manapun. Anak yang dinilai rentan 
terhadap tindakan kekerasan dan 
penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, 
dididik dengan sebaik-baiknya agar 
mereka tumbuh dan berkembang secara 
sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu 
dilakukan agar kelak di kemudian hari 
tidak terjadi generasi yang hilang (lost 
generation). 
Anak berhak mendapatkan pemeliharaan 
dan bantuan khusus keluargasebagai inti 
dari masyarakat dan sebagai lingkungan 
alami bagi pertumbuhan dan 
kesejahteraannya.Anak-anak hendaknya 
diberi perlindungan dan bantuan yang 
diperlukan, sehingga mampu mengemban 
tanggung jawab dalam masyarakat.Anak 
hendaknya diperlakukan dengan baik 
dalam lingkungan keluarga yang bahagia, 
penuh kasih sayang dan pengertian.Anak 
harus dipersiapkan untuk menghadapi 
kehidupan pribadi dalam masyarakat dan 
dibesarkan dalam suasana perdamaian, 
tenggang rasa dan kemerdekaan.Maraknya 
aksi kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi 
pada anak, baik berupa kekerasan fisik, 
psikis, maupun seksual, tidak 
mendapatkan perlindungan hukum dan hak 
asasi manusia yang memadai sehingga 
anak berulang kalimenjadi korban. 
Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha 
Esa dan sebagai makhluk sosial sejak 
dalam kandungan, mempunyai hak untuk 
hidup dan merdekaserta mendapat 
perlindungan.Oleh karena anak baik secara 
rohani maupunjasmani belum mempunyai 
kemampuan untuk berdiri sendiri, maka 
menjadi kewajiban bagi orang tua, 
keluarga, masyarakat, bangsa dan negara 
untukmelindungi, menjamin, memelihara 
dan mengamankan kepentingan 
anaktersebut. 
Perlindungan anak Indonesia berarti 
melindungi potensi sumber daya insani 
dan membangun manusia Indonesia 
seutuhnya, menuju masyarakat yang adil 
dan makmur, materiil spiritual berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
19451. 
Upaya-upaya perlindungan anak2 harus 
dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat 
berpartisipasi secara optimal bagi 
pembangunan bangsa dan negara. Dalam 
Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 
tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan 
bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan 
dan perlindungan baik semasa kandungan 
maupun setelah dilahirkan. Anak berhak 
atas perlindungan – perlindungan 
lingkungan hidup yang dapat 
membahayakan atau menghambat 
pertumbuhan dan perkembangan dengan 
wajar.” 
Kedua ayat tersebut memberikan dasar 
pemikiran bahwa perlindungan anak 
bermaksud untuk mengupayakan 
perlakuan yang benar dan adil, untuk 
mencapai kesejahteraan anak3. 
Beberapa tahun ini kejahatan terhadap 
orang dewasa maupun anak-anak semakin 
meningkat. Hal ini terjadi seiring dengan 
perkembangan teknologi dan peradaban 
manusia, kejahatan yang terjadi tidak 
hanya menyangkut kejahatan terhadap 
nyawa, harta benda akan tetapi kejahatan 
terhadap kesusilaan juga semakin 
meningkat. Sebagai contoh masalah sosial 
pelecehan dan tindak pidana kekerasan 
seksual hingga kini sudah banyak 
dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik 
                                                          
1 Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum 
Pidana Bagi Anak di Indonesia, Jakarta Rajawali 
Pers, hlm.1. 
2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan AnakPasal 1 butir 2 
3 UU No. 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan anakPasal 1 butir 1 huruf a.  
15 
 
yang dilakukan oleh orang dewasa maupun 
lanjut usia dan dari kebanyakan korbannya 
adalah anak-anak. 
Indonesia memiliki Undang-Undang yang 
mengatur masalah mengenai anak yaitu 
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak, dimana didalam 
penegakan hukumnya undang-undang 
inilah yang menjadi acuan dasar mengenai 
pengenaan sanksi atau hukuman kepada 
pelaku tindak pidana terhadap anak. 
Namun, selama ini banyak berkembang 
pemikiran bahwa dengan telah diadilinya 
pelaku tindak pidana dan selanjutnya 
pelaku menjalani hukuman, maka 
perlindungan hukum terhadap korban 
dianggap telah sepenuhnya diberikan. 
Akibatnya, ketika korban kemudian 
menuntut adanya pemberian ganti rugi, hal 
tersebut lalu dianggap merupakan tindakan 
yang berlebihan.Padahal, pelaku tidak 
cukup hanya bertanggung jawab secara 
pidana tetapi juga bertanggung jawab 
secara keperdataan supaya semakin 
menambah efek jera sekaligus 
bertanggung jawab secara pribadi kepada 
korban karena masalah keadilandan 
penghormatan hak asasi manusia tidak 
hanya berlaku terhadap pelaku tindak 
pidana saja tetapi juga korban tindak 
pidana. 
 
ISU DAN PERMASALAHAN HUKUM 
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi 
oleh anak sebagai korban tindakpidana 
kekerasan seksual sangatlah kompleks. 
Permasalahan yang dihadapi tidak hanya 
kekerasan seksual yang terjadi pada 
dirinya, namun juga dampak sosial dan 
psikologis yang menimpanya.Dari uraian 
di atas, maka dapat dirumuskan sebagai 
berikut : 
1. Bagaimanakah Bentuk Perlindungan 
Hukum Terhadap Anak-Anak Yang 
Menjadi Korban Kekerasan Seksual? 
2. Apakah Sanksi Terhadap Pelaku 
Tindak Pidana Kekerasan Seksual 
Terhadap Anak Sesuai Dengan 
Peraturan Hukum Di Indonesia? 
 
PEMBAHASAN 
Bagaimanakah Bentuk Perlindungan 
Hukum Terhadap Anak-Anak Yang 
Menjadi Korban Kekerasan Seksual ? 
Ketentuan yang mengatur tentang 
perlindungan korban tindak pidana melalui 
penggantian kerugian dapat dilihat pada 
pasal 14c Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP) yang pada intinya 
menyatakan: 
“Dalam hal hakim menjatuhkan pidana 
bersyarat, hakim dapat menetapkan syarat 
khusus bagi terpidana untuk mengganti 
kerugian, baik semua atau sebagian yang 
timbul akibat dari tindak pidana yang 
dilakukan”. 
Berdasarkan data Komisi Perlindungan 
Anak Indonesia (KPAI) laporan 
pengaduan terhadap masalah hukum dan 
kekerasan terhadap anak meningkat 
sebanyak 15 %, Sampai dengan bulan Juni 
2018 sudah mencapai 945 laporan. Dari 
jumlah tersebut sebanyak 227 kasus anak 
berhadapan dengan masalah hukum seperti 
pencurian, bullying, dan tindak pidana 
lainnya. Pada urutan kedua, ada 
permasalahan keluarga terkait hak asuh 
anak yang mencapai 152 laporan.4 
Salah satu bentuk tindak kejahatan 
terhadap anak adalah tindak pidana 
pedofilia.Pedofilia adalah seseorang yang 
memiliki perilaku seksual menyimpang 
dengan anak-anak. 
Kata pedofilia itu berasal dari bahasa 
Yunani, paedo (anak) dan philia (cinta).5 
Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan 
jiwa pada seseorang untuk bertindak 
dengan menjadikan anak-anak sebagai 
sasaran dari tindakan itu, umumnya bentuk 
tindakan itu berupa pelampiasan nafsu 
seksual.Tindak pelecehan seksual ini 




5EvyRachmawati, Sisi Kelam Pariwisata di 
Pulau Dewata, http: www.kompas.com.Diakses 
pada  tanggal 09 Mei 2016.  
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sangat meresahkan karena yang menjadi 
korban itu sendiri adalah anak-anak, 
pelecehan seksual ini menimbulkan trauma 
psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam 
waktu singkat. Dampak tindak kekerasan 
seksual itu memang berbeda-beda 
tergantung dari bagaimana perlakuan 
pelaku terhadap korban. 
Kekerasan seksual terhadap anak terus 
meningkat setiap tahunnya, tidak dapat 
dipungkiri bahwa kasus pedofilia ini sudah 
demikan meresahkan masyarakat.Akhir-
akhir ini antara tahun 2013 - 2015 berbagai 
media gempar memberitakan kasus 
pedofilia yang terkuak dipublik. Kasus 
pedofilia diantaranya adalah kasus 
pelecehan seksual yang menimpa siswa 
siswi TK Jakarta Internasional School 
(JIS) yang diduga dilakukan oleh petugas 
kebersihan.5Siswa Taman Kanak-Kanak 
(TK) yang berusia 6 tahun menjadi korban 
kekerasan seksual di sekolahnya oleh dua 
pelaku yaitu bernama Agun dan Firziawan. 
Mereka mempunyai penyakit psikis dan 
masuk dalam golongan homoseksual. Dua 
tersangka tersebut telah mengakui 
perbuatannya. Agun dan Firziawan 
ditetapkan sebagai tersangka setelah 
terbukti ada bakteri di anus korban yang 
identik dengan kedua pelaku berdasarkan 
uji laboratorium. 
Kedua tersangka mengakui melakukannya 
(pelecehan) di toilet sekolah.Untuk 
mengungkap kasus tersebut, polisi juga 
telah memeriksa pihak sekolah elite 
tersebut. Untuk mengetahui bagaimana 
perekrutan dan pengamanannya serta 
meminta bantuan pihak sekolah untuk 
mencari pelaku lain atau korban lain. 
Karena pelaku sudah lama bekerja di 
sekolah tersebut, sekitar satu tahun.6 
Modus operandi yang dilakukan pedofil 
untuk menjerat korbannya beraneka 
ragam.Ada yang berkedok mengasihi 
anak-anak dengan iming-iming materi 
yang ujung-ujungnya minta balasan 
pelayanan seksual, baik secara halus atau 




paksaan ada yang berkedok sebagai 
pendidik dengan maksud memberikan 
ilmu atau kepandaian kepada korban.Ada 
yang berkedok sebagai pekerja sosial yang 
mengangkat anak sebagai salah satu anak 
asuhnya dan ada pula yang 
dilatarbelakangi dengan tujuan 
mengamalkanajaran ilmu hitam. 
Anak-anak menjadi korban karena secara 
sosial kedudukannya lemah,mudah 
diperdaya, ditipu, mudah dipaksa dan takut 
untuk melapor kepadaorang tuanya kendati 
telah berkali-kali menjadi 
korban.Disamping itu, anak terlantar yang 
banyak berkeliaran dijalanan, tempat 
umum atau daerah kumuh juga banyak 
menjadi korban perilaku pedofilia karena 
secara ekonomi mereka tidak mampu, 
sehingga anak jalanan rentan menjadi 
korban pedofilia. 
Kasus pedofilia yang tidak dilaporkan ke 
polisi sudah pasti lebih banyak lagi, 
mengingat kultur masyarakat Indonesia 
yang cenderung menganggap tabu kasus-
kasus yang berhubungan dengan seks. 
Ditambah lagi fakta bahwa pelakupedofilia 
mayoritas adalah yang dikenal dengan baik 
oleh anak, dalam ini bisa jadi anggota 
keluarga itu sendiri. Hal itu membuat 
makin banyak kasus pedofilia yang tidak 
berani dilaporkan, karena khawatir 
membuat nama baik keluarga tercemar dan 
sejenisnya.  
Dalam peraturan perundang-undangan di 
Indonesia memang tidak ada satupun yang 
menyebutkan tentang pedofilia (secara 
khusus). Tetapi hal ini harus dipahami 
tentang arti pedofilia sendiri yang dimana 
melakukan tindak pidana pelecehan 
seksual terhadap anak dibawah umur, dan 
anak sendiri itu dilindungi dari tindakan 
eksploitasi seksual yang terdapat dalam 
Pasal 82 Undang-undang No. 35 Tahun 
2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu :  
“pelaku pedofilia dijerat paling lama 15 
(lima belas) tahun penjara, dan paling 
singkat 3 (tiga) tahun penjara dan denda 
paling banyak Rp. 300 ratus juta dan 
paling sedikit Rp.60 juta”. 
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Pedofilia masih sering dikacaukan 
pengertiannya. Ada tidaknya unsur 
kekerasan fisik masih sering dijadikan 
kriteria untuk mengategorikan tindak 
pelecehan seksual terhadap anak sebagai 
kejahatan atau tidak. Pelecehan seksual 
terhadap anak sendiri masih cenderung 
disempitkan artinya, terbatas pada bentuk 
kontak seksual dengan menafikkan bentuk 
pelecehan nonkontak seksual seperti 
pornografi.Ada tidaknya unsur paksaan 
sebenarnya tidak signifikan dalam kasus 
kejahatan seksual terhadap anak karena 
adanya perbedaan pemahaman tentang 
seks antara orang dewasa dan anak-anak. 
Praktek pedofilia akan berdampak negatif 
bagi anak. Bukan merusak masa depan 
secara fisik saja, tetapi juga akan merusak 
mental dan kejiwaananak, seperti 
gangguan depresi berat dapat terbawa 
kelak hingga dewasa. Apalagi kebanyakan 
penderita pedofilia disebabkan karena 
dirinya pernah menjadi korban pelecehan 
seksual serupa pada masa kanak-
kanak.Dilihat dari ragam bentuk 
karakteristik perbuatan kaum pedofil 
terhadap anak seperti itu, bisa dikatakan 
anak-anak dieksploitasi.Sehingga anak 
adalah korban yang mestinya dilindungi 
dan memperoleh pelayanan khusus. Dan 
seharusnya ada norma dan hukum yang 
tegas untuk melindungi anak-anak, 
sehingga secara yuridis, pihak yang 
bertanggung jawab adalah eksploitatornya. 
Kasus kekerasan seksual terhadap anak 
paling banyak menimbulkan kesulitan 
dalam penyelesaiannya baik pada tahap 
penyidikan, penuntutan, maupun pada 
tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan 
dalam batasan di atas, juga kesulitan 
pembuktian misalnya perkosaan atau 
perbuatan cabul yang umumnya dilakukan 
tanpa kehadiran orang lain.7 
Kekerasan seksual yang dilakukan 
terhadap anak di bawah umur tentunya 
akan berdampak pada psikologis maupun 
perkembangan lainnya terhadap anak 
                                                          
7 Leden Marpaung, 1996, Kejahatan 
Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, 
Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 81 
tersebut. Dampak psikologis pada anak-
anak akan melahirkan trauma 
berkepanjangan yang kemudian dapat 
melahirkan sikap tidak sehat, seperti 
minder, takut yang berlebihan, 
perkembangan jiwa terganggu, dan 
akhirnya berakibat pada keterbelakangan 
mental. Keadaan tersebut kemungkinan 
dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi 
anak korban pencabulan tersebut.Peran 
aktif dari para aparat penegak hukum 
dalam menanggulangi kejahatan 
kesusilaan sangat diperlukan. 
Untuk menanggulangi kejahatan diperlukan 
suatu usaha yang rasional dari masyarakat, 
yaitu dengan cara politik kriminal. 
Kebijakan atau upaya penanggulangan 
kejahatan pada hakekatnya merupakan 
bagian integral dari upaya perlindungan 
masyarakat (social defence). Oleh karena itu 
dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari 
politik criminal adalah “perlindungan 
masyarakat untuk mencapai kesejahteraan 
masyarakat”.8 
Tindak pidana pedofilia sangat merugikan 
korban dan masyarakat luas.Penderitaan 
korban akibat perbuatan kaum pedofilia 
tidak berupa penderitaan fisik saja, tapi 
juga menderita secara psikologis atau 
mental.Oleh karena itu korban 
membutuhkanperhatian dan perlindungan 
hukum.Hukum di Indonesia yang menjerat 
pelaku praktek pedofilia tidaklah serius. 
Sehingga hukuman bagi kaum pedofil 
tidak setimpal dengan apa yang telah 
diperbuat dan resiko rusaknya masa depan 
para korban.  
Faktor korban berperan penting untuk 
dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus 
perkosaan ini, hal ini memerlukan 
keberanian dari korban untuk melaporkan 
kejadian yang menimpanya kepada polisi, 
karena pada umumnya korban mengalami 
ancaman akan dilakukan perkosaan lagi 
dari pelaku dan hal ini membuat korban 
takut dan trauma. Diharapkan dari 
pengaduan ini, maka kasusnya dapat 
                                                          
8 Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai 
Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya 
Bakti, hml 1-2. 
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terbuka dan dapat dilakukan 
prosespemeriksaan sehingga korban akan 
memperoleh keadilan atas apa yang 
menimpa dirinya. 
Konsep sistem peradilan pidana yang 
dikenal di Indonesia ialah suatu keadaan 
dimana terjalinnya hubungan yang bersifat 
fungsional dan instansional yaitu 
koordinasi di antara subsistem satu dengan 
lainnya menurut kewenangandan 
fungsinya masing-masing sebagaimana 
fungsi dan kewenangan yang diatur dalam 
hukum acara pidana dalam rangka 
menegakkan hukum pidana yang berlaku. 
Berarti sistem peradilan pidana meliputi 
proses penyidikan, penuntutan, 
pemeriksaan dipersidangan hingga pada 
pelaksanaan putusan hakim.  Berdasarkan 
hukum positif, maka pihak korban dapat 
menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap 
pihak terpidana. Pengaturan perlindungan 
korban dalam Hukum pidana Positif 
Indonesia diatur dalam:9 
1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana (KUHP)  
Secara implisit, ketentuan Pasal 14 c 
ayat (1) KUHP telah memberi 
perlindungan terhadap korban 
kejahatan. Pasal tersebut berbunyi:  
 “Pada perintah yang tersebut dalam 
Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan 
pidana denda, maka bersama-sama 
dengan syarat umum, bahwa orang 
yang dipidana tak akan melakukan 
tindak pidana, hakim boleh 
mengadakan syarat khusus bahwa orang 
yang dipidana itu akan mengganti 
kerugian yang terjadi karena tindak 
pidana itu, semuanya atau sebagiannya 
saja, yang akan ditentukan pada 
perintah itu juga, yang kurang dari 
masa percobaan itu.” 
Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), 
begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, 
hakim dapat menjatuhkan pidana 
dengan menetapkan syarat khusus 
kepada terpidana dengan maksud guna 
                                                          
9 Lilik Mulyadi, 2004, Kapita Selekta 
Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi, 
Jakarta, Djambatan, hlm. 135-144. 
mengganti kerugian yang ditimbulkan 
kepada korban.  
2. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP) Bab III 
Tentang Penggabungan Perkara Ganti 
Kerugian, Pasal 98 s/d 101.  
    Korban dapat mengajukan gugatan 
mengenai kejahatan yang telah 
dialaminya sekaligus kerugian yang 
dideritanya. Dalam dimensi sistem 
peradilan pidana, kepentingan korban 
dalam proses penyelesaian perkara 
pidana mempunyai dua aspek, yaitu:  
a. Aspek Positif  
KUHAP, melalui lembaga praperadilan, 
memberikan perlindungan kepada 
korban dengan melakukan kontrol 
apabila penyidikan atau penuntutan 
perkara dihentikan.Adanya kontrol ini 
merupakan manifestasi bentuk 
perlindungan kepada korban sehingga 
perkaranya tuntas dan dapat 
diselesaikan melalui mekanisme 
hukum. KUHAP juga menempatkan 
korban pada proses penyelesaian 
perkara melalui dua kualitas dimensi, 
yaitu:  
Pertama, korban hadir di sidang 
pengadilan dalam pemeriksaan perkara 
pidana sebagai “saksi korban” guna 
memberi kesaksian tentang apa yang 
dilihat sendiri dan dialami sendiri 
(Pasal 1 angka 26 KUHAP).  
Kedua, korban hadir di sidang 
pengadilan dalam pemeriksaan perkara 
pidana sebagai “saksi korban” yang 
dapat mengajukan gabungan gugatan 
ganti kerugian berupa sejumlah uang 
atas kerugian dan penderitaan yang 
dialaminya sebagai akibat perbuatan 
terdakwa. Karena itu, saksi korban 
dalam kapasitasnya, member 
keterangan bersifat pasif. Kehadiran 
“saksi Korban” di depan persidangan 
memenuhi kewajiban undang-undang, 
member keterangan mengenai peristiwa 
yang dilihat, didengar dan dialaminya 
sendiri Tetapi, dalam kapasitasnya 
sebagai korban yang menuntut ganti 
kerugian maka korban sifatnya aktif 
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dalam perkara penggabungan gugatan 
ganti kerugian.  
b. Aspek Negatif  
Sebagaimana diterangkan di atas, 
kepentingan korban dalam proses 
penyelesaian perkara pada sistem 
peradilan pidana mempunyai aspek 
positif. Walau demikian, kenyataannya 
mempunyai aspek negatif.Dengan tetap 
mengacu pada optik KUHAP, 
perlindungan korban ternyata dibatasi, 
relatif kurang sempurna dan kurang 
memadai.Konkretnya, korban belum 
mendapat perhatian secara 
proporsional, atau perlindungan korban 
lebih banyak merupakan perlindungan 
yang tidak langsung. 
3. Menurut Ketentuan Hukum Pidana di 
Luar KUHP dan KUHAP Perlindungan 
Korban kejahatan dapat dilihat pula 
pada Undang-Undang di luar KUHP 
dan KUHAP.Hanya, orientasi 
perlindungan tersebut juga bersifat 
implisit dan abstrak.Tegasnya, 
perlindungan itu bukan imperatif, nyata, 
dan langsung. Undang-Undang 
dimaksud adalah sebagai berikut:  
a. Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 
tentang Kesejahteraan Anak; 
b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
1999 Tentang Hak Asasi Manusia;  
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak;  
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2004 Tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga;  
e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2006 Tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban.  
Tindak pidana kekerasan seksual 
terhadap anak adalah salah satu bentuk 
kekerasan terhadap anak yang 
merupakan contoh kerentanan posisi 
anak, utamanya terhadap kepentingan 
seksual laki-laki. Citra seksual anak 
perempuan yang telah ditempatkan 
sebagai obyek seksual laki-laki, 
ternyata berimplikasi jauh pada 
kehidupan anak, sehingga dia terpaksa 
harus selalu menghadapi kekerasan, 
pemaksaan dan penyiksaan fisik serta 
psikis. Perhatian dan perlindungan 
terhadap kepentingan korban tindak 
pidana kekerasan seksual baik melalui 
proses peradilan pidana maupun 
melalui sarana kepedulian sosial 
tertentu merupakan bagian mutlak yang 
perlu dipertimbangkan dalam kebijakan 
hukum pidana dan kebijakan kebijakan 
sosial, baik oleh lembaga eksekutif, 
legislatif dan yudikatif maupun oleh 
lembaga-lembaga sosial yang ada.  
Seluruh komponen sistem peradilan 
pidana, termasuk pengadilan dan 
lembaga pemasyarakatan, ikut 
bertanggung jawab untuk melaksanakan 
tugas menanggulangi kejahatan atau 
mengendalikan terjadinya kejahatan.10 
Meski demikian, menilik tugas dan 
wewenangnya masing-masing, tugas 
pencegahan kejahatan secara spesifik 
lebih terkait dengan subsistem 
Kepolisian.Adapun tugas 
menyelesaikan kejahatan yang terjadi 
sangat terkait dengan tugas dua 
komponen sistem, yaitu Polisi dan 
Jaksa (pada tahap prajudisial) dan 
Pengadilan (pada tahap judisial). 
Hubungan Polisi dan Jaksa sendiri 
terutama berkaitan dengan tugas 
penyidikan suatu tindak pidana. 
Selain itu perlindungan dari masyarakat 
bagi korban kekerasan seksual juga 
sangat kurang. Perhatian masyarakat 
khususnya dalam konteks anak-anak, 
pada masa sekarang ini lebih terarah 
pada perilaku anak yang melanggar 
aturan hukum, perilaku kriminalitas 
yang dilakukan oleh anak.Tetapi 
berkaitan dengan masalah anak-anak 
yang yang menjadi korban, khususnya 
untuk kasus kekerasan seksual jarang 
sekali mendapat perhatian. 
Tindak pidana kekerasan seksual 
terhadap anak dapat digolongkan ke 
                                                          
10 Nurhidayatuloh, N., & Marlina, L. (2011). 
Perkawinan di Bawah Umur Perspektif HAM-Studi 
Kasus di Desa Bulungihit, Labuhan Batu, Sumatra 
Utara. Al-Mawarid Journal of Islamic Law, 11(2). 
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dalam bentuk kejahatan dengan 
kekerasan, karena biasanya tindak 
pidana ini disertai dengan 
kekerasan/ancaman kekerasan. Menurut 
Soerjono Soekanto yang dikutip oleh 
Mulyana W. Kusuma, penyebab 
terjadinya kejahatan dengan kekerasan 
adalah: 
a. Adanya orientasi pada benda yang 
menimbulkan keinginan untuk 
mendapat materi dengan jalan 
mudah. 
b. Tak ada penyaluran kehendak serta 
adanya semacam tekananmental 
pada seseorang. 
c. Keberanian mengambil resiko. 
d. Kurangnya perasaan bersalah dan 
adanya keteladanan yang kurang 
baik. 
Kekerasan menurut Pasal 15a Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 
Perlindungan Anak adalah : 
“Setiap perbuatan terhadap anak yang 
berakibat timbulnya kesengsaraan atau 
penderitaan secara fisik, psikis, seksual 
dan/atau penelantaran, termasuk 
ancaman untuk melakukan perbuatan, 
pemaksaan atau perampasan 
kemerdekaan secara melawan hukum”. 
Salah satu bentuk tindak pidana yang 
berupa kejahatan terhadap kesusilaan 
diantaranya adalah tindak pidana 
perkosaan, khususnya tindak pidana 
perkosaan terhadap anak di bawah 
umur. Kriteria anak berdasarkan Pasal 1 
angka 1 Undang-undang Nomor 35 
Tahun 2014 Tentang Perlindungan 
Anak adalah seseorang yang belum 
berusia 18 tahun termasuk anak yang 
masih dalam kandungan. Mengenai 
tindak pidana perkosaan terhadap anak 
sudah diatur dalam KUHP yaitu 
terdapat didalam Pasal 285 KUHP. 
Tindak pidana perkosaan merupakan 
salah satu dari tindak pidana kesusilaan. 
Menurut Wirjono Prodjodikoro, 
Perkosaan adalah sebagai terjemahan 
dari kualifikasi aslinya (Belanda), yakni 
verkrachting, yakni perkosaan untuk 
bersetubuh. Perkosaan merupakan nama 
kelompok berbagai jenis perbuatan 
yang melanggar kesopanan atau 
kesusilaan juga termasuk perbuatan 
persetubuhan di luar perkawinan. 
Dalam kasus tindak pidana kekerasan 
seksualterhadap anak yang paling 
menderita adalah anak tersebut selaku 
korban, karena sebagian besar 
pelakunya adalah orang-orang 
terdekat.Ancaman kekerasan dari luar 
keluarganya, rumahnya seringkali dapat 
dihalau, karena dapat dilihat oleh 
sekelilingnya. Tetapi ancaman 
kekerasan di dalam rumahyang 
dilakukan oleh anggota keluarga sendiri 
sering susah dapat dilihat oleh orang 
luar. Mereka seringkali tidak berani 
melapor antara lain karena ikatan-ikatan 
keluarga, nilai-nilai sosial tertentu, 
nama baik tertentu dan kesulitan-
kesulitan yang diperkirakan akan timbul 
apabila yang bersangkutan melapor. 
Tindak pidana kekerasan seksual 
terhadap anak yang banyak terjadi 
dalam realita kehidupan sehari-hari 
mengakibatkan dalam diri anak tersebut 
timbul rasa takut, minder, was-was dan 
tidak aman. Apalagi ditunjang dengan 
posisi korban yang seringkali tidak 
berdaya dalam proses peradilan pidana. 
Artinya derita korban tidak dijembatani 
oleh penegak hukum. 
Korban adalah sebuah konsepsi 
mengenai realitas sebagaimana juga 
halnya obyek peristiwa-peristiwa. 
Konstruksi sosial hukum sendiri 
menyatakan bahwa semua kejahatan 
mempunyai korban. Adanya korban 
adalah indikasi bahwa ketertiban sosial 
yang ada terganggu, oleh karena itu dari 
sudut pandang legalitas, korban 
seringkali secara jelas diperinci. 
Seorang anak yang mengalami 
kekerasan seksual, tidak hanya akan 
berdampak pada masalah kesehatan di 
kemudian hari, tapi juga bisa 
mengalami trauma berkepanjangan, 
bahkan hingga beranjak dewasa. 
21 
 
Menurut psikolog Irna ada beberapa 
dampak dari kekerasan seksual terhadap 
anak: 
a. Dampak jangka pendek, akan 
mengalami mimpi-mimpi buruk, 
ketakutan yang berlebihan pada 
orang lain dan konsentrasi menurun 
yang akhirnya akan berdampak pada 
kesehatan. 
b. Untuk jangka panjangnya, ketika 
dewasa nanti dia akan mengalami 
fobia pada hubungan seks. Bahkan 
bisa terjadi dampak yang lebih 
parah, dia akan terbiasa dengan 
kekerasan sebelum melakukan 
hubungan seksual. Bisa juga setelah 
menjadi dewasa, anak tersebut akan 
mengikuti apa yang dilakukan 
kepadanya semasa kecilnya.11 
Maka, sebagai langkah keluar yang 
terbaik, menurut Psikolog Irna, korban 
kekerasan seksual tak hanya mendapat 
penanganan medis belaka, tapi juga harus 
mendapatkan bantuan konsultasi 
psikologis secara berkala atau intensif, dan 
tentunya dukungan dari keluarga 
merupakan salah satu hal terpenting untuk 
mempercepat proses penyembuhan. 
Selama ini pengaturan perlindungan 
korban khususnya dalam Sistem Peradilan 
Pidana Indonesia belum menampakkan 
pola yang jelas. Dalam hukum pidana 
positif yang berlaku pada saat ini 
perlindungan korban lebih banyak 
merupakan “perlindungan abstrak” atau 
“perlindungan tidak langsung”. 
Artinya berbagai rumusan tindak pidana 
dalam peraturan perundang-undangan 
selama ini pada hakekatnya telah ada 
perlindungan in abstracto secara langsung 
terhadap kepentingan hukum dan hak asasi 
korban. Dikatakan demikian, karena tindak 
pidana menurut hukum positif tidak dilihat 
sebagai perbuatan menyerang atau 
melanggar kepentingan hukum seseorang 
(korban) secara pribadi dan konkret, tetapi 




hanya dilihat sebagai pelanggaran “norma 
atau tertib hukum in abstracto”. 
Akibatnya perlindungan korban tidak 
secara langsung dengan inconcreto, tetapi 
hanya in abstracto. Dengan kata lain, 
sistem sanksi dan pertanggungjawaban 
pidananya tidak tertuju pada perlindungan 
korban secara langsung dan konkrit, tetapi 
hanya perlindungan korban secara tidak 
langsung dan abstrak. Jadi 
pertanggungjawaban pelaku bukanlah 
pertanggungjawaban terhadap kerugian 
atau penderitaan korban secara langsung 
dan konkrit, tetapi lebih tertuju pada 
pertanggungjawaban pribadi atau 
individual. 
Perlindungan secara tidak langsung dalam 
peraturan hukum positif tersebut belum 
mampu memberikan perlindungan secara 
maksimal. Karena realitas di Indonesia 
menunjukkan bahwa hukum yang berlaku 
secara pasti pun belum mampu menjamin 
kepastian dan rasa keadilan. 
Kebanyakan orang melihat keberadaan 
sistem peradilan pidanaformal 
sebagaimana adanya. Mereka tidak 
menyadari bahwa metode penanganan 
pelaku kejahatan bukanlah merupakan 
norma yang terjadi dalam perkembangan 
sejarah. Sesungguhnya, versi peradilan 
pidana modern secara relatif terjadi 
fenomena baru. Hari-hari berlalu, 
pertanggungjawaban pidana pelaku 
kejahatan terarah pada korban dan 
keluarga korban. Di sana tak ada “otoritas” 
untuk mengubah bagaimana menolong 
korban dalam penerapan hukum pidana. 
Korban diharapkan membentengi dirinya 
sendiri dan masyarakat ikut serta dalam 
kesepakatan itu. 
Konstatasi tersebut tidaklah bermaksud 
untuk menyarankan bahwa ketiadaan 
pengaturan tentang korban itu harus diikuti 
terus. Masyarakat mengenal sistem dasar 
tentang “retribution” (bahwa pelakuakan 
menderita sebanding dengan tingkat 
kerugian yang diakibatkan oleh 
perilakunya) dan “restitution” 
(pembayaran sejumlah uang dalam rangka 
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untuk memberikan bantuan kepada 
korban). 
Sistem pertanggungjawaban ini 
menekankan pada prinsip yangdikenal 
dengan sebutan “lex talionis” (an eye for 
an eye, a tooth for atooth). Mungkin hal 
terpenting dari sistem ini adalah bahwa 
korban dan keluarganya menangani 
masalah dan bertanggungjawab untuk 
membayar kerugian akibat dari kejahatan. 
Aransemen ini sebetulnya telah 
menggambarkan suatu sistem yang disebut 
“sistem peradilan korban”. 
Hal ini menuju pada suatu pemahaman 
formal mengenai ‘korbandalam acara 
pidana’. Seperti juga halnya aturan-aturan 
acara pidanaserta proses hukum yang adil 
mengharuskan adanya praduga tak 
bersalah, juga korban dalam acara pidana 
harus dianggap sebagai ‘presumptive 
victim’. membentengi dirinya sendiri dan 
masyarakat ikut serta dalam kesepakatan 
itu. 
Dalam acara pidana kepentingan-
kepentingan pribadi korban harus 
diperhatikan dengan melihat kenyataan 
bahwa banyak aspekaspek dalam 
hubungan pelanggar hukum dengan 
korbannya harus diungkapkan dalam 
kondisi-kondisi, kedudukan, peranan dan 
fungsi “the presumptive victim” 
berhadapan dengan “the presumptive 
offender”. Perhatian dan perlindungan 
terhadap korban kejahatan merupakan 
salah satu kebutuhan yang semakin 
mendesak berbagai negara untuk 
menyediakan kompensasi, restitusi dan 
pelayanan bagi korban kejahatan, namun 
ternyata masih sukar untuk 
memperjuangkan hak dan kepentingan 
korban kejahatan dalam sistem peradilan 
pidana. 
Viktimologi sebagai suatu bidang ilmu 
pengetahuan yang mengkaji semua aspek 
yang berkaitan dengan korban dalam 
berbagai bidang kehidupan dan 
penghidupannya. Perlindungan terhadap 
anak sebagai korban kekerasan seksual 
adalah suatu kegiatan pengembangan hak 
asasi manusia dan kewajiban hak asasi 
manusia. Perhatian dan perlindungan 
terhadap korban tindak pidana kekerasan 
seksual terhadap anak harus diperhatikan 
karena mereka sangat peka terhadap 
berbagai macam ancaman gangguan 
mental, fisik, dan sosial.Selain itu, kerap 
kali mereka tidak mempunyai kemampuan 
untuk memelihara, membela serta 
mempertahankan dirinya. 
Dalam rangka memberi perlindungan 
terhadap korban, maka perlu diadakan 
pengelolaan korban tindak pidana 
kekerasan seksual terhadap anak meliputi 
prevensi, terapi dan rehabilitasi.Perhatian 
seyogyanyaditujukan pada korban, 
keluarga, lingkungan dan masyarakat 
luas.Jelasnya dalam pengelolaan korban 
tindak pidana kekerasan seksual terhadap 
anak itu akandapat melibatkan banyak 
orang dari berbagai macam disiplin. 
 
Apakah Sanksi Terhadap Pelaku 
Tindak Pidana Kekerasan Seksual 
Terhadap Anak Sesuai Dengan 
Peraturan Hukum Di Indonesia? 
Menurut Aristoteles, suatu negara yang 
baik adalah negara yang diperintah dengan 
konstitusi12 dan berkedaulatan hukum.11 
13Pada dasarnya ada tiga unsur dari 
pemerintahan yang berkonstitusi. Pertama, 
pemerintahan dilaksanakan untuk 
kepentingan umum. Kedua, pemerintahan 
dilaksanakan menurut hukum yang 
berdasarkan pada ketentuan-ketentuan 
hukum serta bukan hukum yang dibuat 
secara sewenang-wenang yang 
menyampingkan konstitusi. Ketiga, 
pemerintahan berkonstitusi berarti 
pemerintahan yang dilaksanakan atas 
kehendak rakyat, bukan berupa paksaan. 
Sementara itu menurut O. Notohamidjojo, 
negara hukum diartikan dengan “negara 
dimana pemerintah dan semua pejabat-
pejabat hukum mulai dari Presiden, hakim, 
                                                          
12 Nurhidayatuloh, N. Dilema Pengujian 
Undang-Undang Ratifikasi Oleh Mahkamah 
Konstitusi Dalam Konteks Ketetanegaraan 
RI. Jurnal Konstitusi, 9(1). 
13 HR. Ridwan, 2011, Hukum Administrasi 
Negara, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 39. 
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jaksa, anggota-anggota legislatif, 
semuanya dalam menjalankan tugasnya di 
dalam dan di luar jam kantornya taat 
kepada hukum”.14 Taat kepada hukum 
berarti menjunjung tinggi hukum dalam 
menyelenggarakan tugas-tugas 
pemerintahan.15 Sejalan dengan itu, 
Sudargo Gautama mengemukakan negara 
hukum ialah “negara yang seluruh aksinya 
didasarkan dan diatur oleh Undang-
Undang yang telah ditetapkan semula 
dengan bantuan dari badan pemberi suara 
rakyat”.16 
Selanjutnya Bagir Manan mengemukakan 
mengenai unsur-unsur terpenting dalam 
negara hukum, yakni:  
1. Ada UUD sebagai peraturan tertulis 
yang mengatur hubungan antara 
pemerintah dan warganya.  
2. Ada pembagian kekuasaan 
(machtenscheiding) yang secara 
khusus menjamin suatu kekuasaan 
kehakiman yang merdeka.  
3. Ada pemencaran kekuasaan negara 
atau pemerintah (spreiding van de 
staatsmacht).  
4. Ada jaminan terhadap hak-hak asasi 
manusia.  
5. Ada jaminan persamaan kedudukan 
dimuka hukum dan jaminan 
perlindungan hukum.  
6. Ada asas legalitas, pelaksanaan 
kekuasaan pemerintah harus 
didasarkan atas hukum (undang-
undang).17 
 
                                                          
14 Notohamidjojo, 1970, Makna Negara 
Hukum, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, hlm. 44 
15 Nurhidayatuloh, N., Febrian, F., Romsan, 
A., Yahanan, A., Sardi, M., & Zuhro, F. (2018). 
Forsaking Equality: Examine Indonesia’s State 
Responsibility On Polygamy To The Marriage 
Rights In CEDAW. Jurnal Dinamika 
Hukum, 18(2), 182-193. 
16 Sudargo Gautama, 1973, Pengertian 
Tentang Negara-Negara Hukum, Alumni, 
Bandung, hlm..21. 
17Bagir Manan, 1994, Hubungan Antara 
Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka 
Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 67.  
Philipus M Hadjon dalam kaitan di atas 
secara lebih tegas memberikan ciri negara 
hukum Pancasila sebagai berikut:  
a. Keserasian hubungan antara 
pemerintah dan rakyat berdasarkan 
asas kerukunan;  
b. Hubungan fungsional yang 
proporsional antara kekuasaan-
kekuasaan negara;  
c. Prinsip penyelesaian sengketa secara 
musyawarah dan peradilan merupakan 
sarana terakhir;  
d. Keseimbangan antara hak dan 
kewajiban.18 
Uraian di atas menunjukkan unsur dari 
rechtsstaat memiliki kesamaan dengan 
unsur negara hukum Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila. Berdasarkan Dari 
uraian di atas dapat disimak bahwa adanya 
unsur asas legalitas dalam unsur 
rechtsstaat mengamanatkan agar setiap 
tindakan pemerintah harus berdasar atas 
hukum. Dengan kata lain, dalam unsur 
negara hukum Pancasila, asas legalitas 
menjadi hal yang penting dalam 
penyelenggaraan tindakan pemerintahan 
termasuk yang dilakukan oleh aparat 
penegak hukum agar tidak melanggar 
HAM dan/atau seseorang atau sekelompok 
orang tidak mendapat perlindungan 
hukum.  
Mengenai pengertian hukum menurut E. 
Utrecht sebagaimana dikutip Yulies Tiena 
Masriani mengemukakan bahwa “hukum 
adalah himpunan petunjuk hidup yang 
mengatur tata tertib dalam suatu 
masyarakat dan seharusnya ditaati oleh 
anggota masyarakat yang bersangkutan, 
oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk 
hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari 
pemerintah masyarakat itu”.19 
Selanjutnya dikutip pendapatnya 
Immanuel Kant yang mengartikan hukum 
sebagai “keseluruhan syarat-syarat yang 
dengan ini kehendak bebas dari orang 
                                                          
18 Philipus M Hadjon,1987, Perlindungan 
Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, PT. Bina Ilmu, 
Surabaya, hlm. 31. 
19 Yulies Tiena Masriani, 2008, Pengantar 
Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 56. 
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yang satu dapat menyesuaikan diri dengan 
kehendak bebas dari orang lain, menuruti 
peraturan hukum tentang kemerdekaan”. 
Dari pendapat para sarjana yang dikutip 
tersebut dapat disimak bahwa hukum pada 
hakikatnya merupakan aturan atau norma 
yang mengatur tingkah lakumasyarakat 
dalam pergaulan hidup yang disertai sanksi 
hukum atas pelanggaran norma 
bersangkutan. 
Mengenai tujuan hukum, menurut 
Apeldoorn adalah mengatur pergaulan hidup 
secara damai.20 Dalam hubungan dengan 
tujuan hukum, maka terdapat beberapa teori 
yang dikembangkan, yaitu:  
1. Teori Etis, berpendapat bahwa tujuan 
hukum semata-mata untuk mewujudkan 
keadilan. Mengenai keadilan, 
Aristoteles mengajarkan dua macam 
keadilan, yaitu keadilan distributif dan 
keadilan komutatif.Keadilan distributif 
ialah keadilan yang memberikan kepada 
tiap orang jatah menurut jasanya. 
Keadilan komutatif adalah keadilan 
yang memberikan jatah kepada setiap 
orang sama banyaknya tanpa harus 
mengingat jasa-jasa peseorangan.  
2. Teori Utilitas, menurut Bentham bahwa 
hukum bertujuan untuk mewujudkan 
apa yang berfaedah atau yang sesuai 
dengan daya guna (efektif). 
Adagiumnya yang terkenal adalah The 
greatest happiness for the greatest 
number artinya, kebahagiaan yang 
terbesar untuk jumlah yang terbanyak. 
Ajaran Bentham disebut juga sebagai 
eudaemonisme atau utilitarisme. 
3.Teori Pengayoman yang mengemukakan 
tujuan hukum adalah untuk mengayomi 
manusia, baik secara aktif maupun 
secara pasif. Secara aktif dimaksudkan 
sebagai upaya untuk menciptakan suatu 
kondisi kemasyarakatan yang 
manusiawi dalam proses yang 
berlangsung secara wajar. Sedangkan 
yang dimaksud secara pasif adalah 
mengupayakan pencegahan atas 
                                                          
20 L. J. Van Apeldoorn, 2000, Pengantar 
Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 
hlm.69. 
tindakan yang sewenang-wenang dan 
penyalahgunaan hak. 
 
Berdasarkan teori-teori tujuan hukum di 
atas maka dapat diketahui bahwa tujuan 
dari hukum yaitu untuk memberikan 
kepastian, keadilan terutama dalam 
menegakkan hak-hak dari korban dan 
memberikan sanksi bagi pelaku sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
Dari berbagai kasus kekerasan seksual 
yang terjadi di Indonesia yang bermacam 
macam bentuk dan modus operandinya 
seperti dirayu, diancam, dipaksa, ditipu 
dan lain sebagainya, para pelaku tersebut 
menurut Komisi Nasional Perlindungan 
Anak Indonesia rata-rata dijatuhi hukuman 
penjara sekitar lima sampai sepuluh tahun. 
Efisiensi hukuman penjara tersebut apakah 
sesuai dengan perbuatan yang dilakukan 
oleh para pelaku pencabulan anak di 
bawah umur, ini menjadi suatu polemik 
dikalangan masyarakat, akan tetapi 
penjatuhan hukuman bagi pelaku itu 
tergantung pada proses hukumnya. Majelis 
Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi 
para pelaku didasarkan pada pembuktian 
dan keyakinan dari hakim serta dengan 
hal-hal yang memberatkan dan hal-hal 
yang meringankan, hal-hal ini yang akan 
menjadi tolak ukur dari berat ringannya 
hukuman bagi pelaku. Sebagaimana 
pengaturan bagi pelaku pencabulan 
terhadap anak di bawah umur menurut 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia ialah sebagai berikut : 
1. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencabulan 
Terhadap Anak Di Bawah Umur  
Menurut Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP). 
Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan 
terhadap anak di bawah umur menurut 
KUHP ialah sebagai berikut : 
a. Pada pasal 289 KUHP yang 
berbunyi: 
Barang siapa dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa 
seseorang melakukan atau 
membiarkan dilakukan perbuatan 
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cabul, dihukum karena salahnya 
melakukan perbuatan melanggar 
kesopanan dengan hukuman penjara 
selama-lamanya Sembilan tahun. 
Dari pasal 289 KUHP di atas, 
pelaku pencabulan terhadap anak di 
bawah umur dapat diancam 
hukuman pidana penjara paling 
lama Sembilan tahun, akan tetapi 
dalam pasal ini tidak menyebutkan 
kategori korban atau usia korban, 
hanya menyebutkan korbannya 
seorang wanita tanpa batas umur 
atau klasifikasi umur berarti seluruh 
klasifikasi umur termasuk lanjut 
usia maupun anak-anak dapat 
dikategorikan dalam pasal ini. 
Dalam hal pencabulan yang 
korbannya anak di bawah umur 
berarti dapat diatur dalam pasal ini. 
Pengaturan pada pasal ini ialah 
apabila pelaku pencabualan 
terhadap anak di bawah umur 
melakukan pemenuhan hasrat 
seksualnya bukan dengan cara 
kekerasan atau ancaman kekerasan, 
melainkan dengan cara 
meminumkan suatu zat atau obat 
yang membuat korbannya pingsan 
atau tidak berdaya, pelaku dapat 
diancam dengan pidana penjara 
paling lama sembilan tahun. 
b.     Pasal 290 ayat (2) KUHP yang 
berbunyi : 
1.     Barang siapa melakukan 
perbuatan cabul dengan 
seseorang, padahal diketahuinya 
bahwa orang itu pingsan atau 
tidak berdaya. 
2.     Barang siapa melakukan 
perbuatan cabul dengan seorang, 
padahal diketahuinya atau 
sepatutnya harus diduganya, 
bahwa umurnya belum lima belas 
tahun atau kalau umurnya tidak 
jelas, yang bersangkutan belum 
waktunya untuk kawin. 
3.    Barangsiapa membujukseseorang 
yang diketahuinya atau 
sepatutnya diduganya, bahwa 
umurnya belum lima belas tahun 
atau kalau umumnya tidak jelas 
yang bersangkutan atau belum 
waktunya untuk dikawinin, untuk 
melakukan atau membiarkan 
dilakukan perbuatan cabul, atau 
bersetubuh diluar perkawinan 
dengan orang lain. 
 
Perbuatan yang terjadi di sini adalah 
perbuatan pencabulan terhadap anak 
di bawah umur dilakukan dengan 
memaksakan kehendak dari orang 
dewasa terhadap anak di bawah 
umur yang dilakukan tanpa atau 
dengan kekerasan demi tercapainya 
pemenuhan hasrat seksual. 
Pemenuhan hasrat seksual yang 
dilakukan tanpa kekerasan bisa 
terjadi dengan cara atau upaya orang 
dewasa dengan membujuk korban 
dengan mengiming-imingi korban 
dengan sesuatu atau hadiah yang 
membuat korban menjadi senang dan 
tertarik, dengan demikian si pelaku 
merasa lebih mudah untuk 
melakukan maksudnya untuk 
mencabuli korban. Dalam hal ini 
pelaku dapat diancam dengan pidana 
penjara paling lama tujuh tahun. 
2.    Sanksi Pidana Bagi Pelaku 
Pencabulan Terhadap Anak Di 
Bawah Umur Menurut Undang-
Undang No 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak. 
Sanksi pidana bagi pelaku 
pencabulan terhadap anak di bawah 
umur menurut undang-undang 
perlindungan anak ialah sebagai 
berikut : 
Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi : 
Setiap orang yang dengan sengaja 
melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, memaksa, melakukan 
tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak 
untuk melakukan atau membiarkan 
dilakukan perbuatan cabul, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 
15 (lima belas) tahun dan paling 
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singkat 3 (tiga) tahun dan denda 
paling banyak Rp. 300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah) dan paling 




Korban tindak pidana pencabulan selain 
mengalami penderitaan fisik juga 
mengalami penderitaan mental yang 
membutuhkan waktu lama untuk 
memulihkannya. Mengingat penderitaan 
yang dialami korban tindak pidana 
pencabulan tidak singkat untuk bisa 
memulihkan, maka aparat penegak hukum 
berkewajiban memberikan perlindungan 
terhadap korban tindak pidana pencabulan 
yang diimplementasikan dalam peraturan 
perundang-undangan sebagai produk 
hukum untuk memberikan keadilan bagi 
korban. Dalam konteks perlindungan 
terhadap korban kejahatan, adanya upaya 
preventif maupun revresif yang dilakukan, 
baik oleh masyarakat maupun pemerintah 
(melalui aparat penegak hukumnya), 
seperti pemberian perlindungan/ 
pengawasan dari berbagai ancaman yang 
dapat membahayakan nyawa korban, 
pemberian bantuan medis, maupun hukum 
secara memadai, proses pemeriksaan dan 
peradilan yang fair terhadap pelaku 
kejahatan, pada dasarnya merupakan salah 
satu perwujudan dan perlindungan hak 
asasi manusia serta instrument 
penyeimbang. Dari sinilah dasar filosofis 
dibalik pentingnya korban kejahatan 
(keluarganya)  memperoleh perlindungan. 
Untuk menangani masalah perlindungan 
hukum terhadap anak, hendaknya aparat 
penegak hukum semakin meningkatkan 
sosialisasi kepada masyarakat tentang 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak serta akibat 
hukum dan sanksinya untuk melindungi 
anak. 
Orang tua sebaiknya turut serta dalam 
memberikan perlindungan terhadap anak 
dengan memenuhi hak-hak anak, 
melindungi sebaik-baiknya kepentingan 
anak serta semakin meningkatkan 
pengawasan terhadap lingkungan dan 
tempat bermain anak. Masyarakat 
sebaiknya juga ikut mendukung untuk 
menciptakan lingkungan yang aman 
sehingga dapat meminimalisir terjadinya 
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